
 
 

 

BUPATI NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
NOMOR  6  TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NUNUKAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka 

Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan perkembangan yang ada, maka 
perlu dievaluasi; 

 

 b. bahwa telah terjadi perubahan secara signifikan 
Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya 
Urusan Pemerintahan Konkuren berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang ada 
agar tidak bertentangan dengan kewenangan yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 
 

 c. bahwa peralihan kewenangan berdasarkan Urusan 
Pemerintahan Konkuren sebagaiamana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah efektif belaku secara 

keseluruhan sejak bulan oktober 2016; 
 

 d. bahwa terdapat beberapa Peraturan Daerah 
Kabupaten Nunukan yang dibatalkan oleh Menteri 

Dalam Negeri dan Gubernur Kalimantan Utara 
sebagai tindak lanjut peralihan urusan konkuren, 

sehingga sesuai ketentuan Pasal 251 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 150 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 

Daerah, bahwa Peraturan Daerah yang telah 
dibatalkan wajib dihentikan pelaksanaannya dan 

mencabut Peraturan Daerah tersebut; 
 

 
 

 



 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan           

huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Nunukan tentang Pencabutan  
Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
  2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
 

  3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 
 
  5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
 

 
 
 

 
 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

dan 

BUPATI NUNUKAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  

 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Daerah ini, 20 (duapuluh) Peraturan Daerah 

Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu 

Peraturan Daerah sebagai berikut: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2002 tentang 

Retribusi izin usaha industri (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2002 Nomor 27 Seri C Nomor 02); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 43 Tahun 2003 tentang 

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2003 Nomor 65 Seri C Nomor 11); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2001 Nomor 25 Seri B Nomor 15); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Izin Pemanfaatan Laut Dan Sungai (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 24 Seri B Nomor 14); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Retribusi Pelayanan Penerbitan Surat-Surat Kapal, Surat Keterangan 

Kecakapan (SKK) dan Surat Izin Berlayar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2005 Nomor 8 Seri C Nomor 03); 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 23 Seri B Nomor 13); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2003 tentang  

Izin Pengusahaan dan Pendistribusiaan Minyak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 5 Seri E Nomor 05); 

 



h. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2011 tentang  

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 4); 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang  

Urusan Pemerintahan Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05); 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Izin Ekplorasi Air Bawah Tanah, Pengeboran, Penurapan Mata Air, 

Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 05); 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Retribusi Penyusunan Dokumen Analisis mengenai Dampak 

Lingkungan serta Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2003 Nomor 42 Seri C Nomor 03); 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2003 tentang 

Izin Usaha pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 44 Seri E Nomor 23); 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 24); 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 42 Tahun 2003 tentang 

Retribusi izin Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 64 Seri C 

Nomor 10); 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Retribusi izin Perusahaan Pelayaran, Izin Usaha Penunjang Angkutan 

Laut dan Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 Nomor 7 Seri C 

Nomor 02); 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2007 tentang  

Pedoman Penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan di Kabupaten 

Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 

13 Seri E Nomor 05); 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2007 tentang  

Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada 

Tanah Milik Hutan lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2007 Nomor 15 Seri C Nomor 01); dan 



r. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2008 tentang  

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2008 Nomor 9 Seri C Nomor 01);  

s. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten  Nunukan Tahun 2011 

Nomor 5); 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten  Nunukan 

Tahun 2011 Nomor 13); 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                                        

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

   
Ditetapkan di Nunukan 

Pada tanggal 3 September 2018 
 
BUPATI NUNUKAN, 

 
 ttd 

 
ASMIN LAURA HAFID 

 
Diundangkan di Nunukan 
Pada tanggal 3 September 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 

                ttd 

 SERFIANUS 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 6 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN 

UTARA : 50 / 6 / 2018 
 

 
 


